



Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan atas 
film lokal dan film impor yang berlaku di Indonesia. Adanya peraturan yang terkait 
yaitu SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NO.79/PJK/2011 mengatur mengenai pajak 
yang terkait dengan film impor, baik itu mengenai penghitungan,pemungutan, 
pelaporan atas PPN, PPnBM dan PPH 22. Terpisah dari peraturan tersebut SURAT 
EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 3/PJ/2011 TENTANG 
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DAN 
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMASUKAN FILM IMPOR 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK membahas mengenai perlakuan PPH 26 atas film 
impor yang beredar di Indonesia. Serta SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK SE - 
13/PJ.51/2000 Jo SE - 24/PJ.51/2001 Jo KEP - 552/PJ./2001 Jo KEP - 337/PJ./2003 
yang mengatur mengenai PPN dan PPnBM atas film lokal di Indonesia. Selain hal 
tersebut dijelaskan beberapa perbedaan perlakuan pajak atas film lokal dan impor 
di Indonesia. Perlakuan perbedaan tersebut memliki pengaruh yang berkaitan 
dengan  perusahaan film lokal dan impor di Indonesia. 
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